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LEMBARAN  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR :  9                                           2013                                     SERI :   E                                   

 
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 

NOMOR 09 TAHUN 2013 
TENTANG 

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
SERTA LIMBAH INDUSTRI LAINNYA  

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BEKASI, 

Menimbang :  a.  bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya 
sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 

b  bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala 
bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah yang 
dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang 
dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan 
manusia; 

 c.  bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,  pengelolaan limbah 
bahan berbahaya dan beracun serta limbah industri lainnya 
merupakan salah satu urusan pemerintahan di bidang 
lingkungan hidup yang wajib diselenggarakan oleh  
Kabupaten/Kota;  

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 
pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta 
Limbah Industri lainnya. 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3663); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-
Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4746); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan  Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

 

 



  

3 
 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3910);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5285); 
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15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan 
Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 115); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2012 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 134); 

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan 
Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 
Nomor 10 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 
2011 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011       Nomor 
13 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2). 

   Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 

dan 

WALIKOTA BEKASI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH 
INDUSTRI LAINNYA  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bekasi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Bekasi. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 

6.   Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Badan Lingkungan Hidup Kota 
Bekasi.  

7. Pejabat adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dalam memberikan 
rekomendasi teknis operasional pengelolaan limbah B3.  

8. Instansi Perizinan adalah instansi yang berwenang dalam pengelolaan izin. 

9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lainnya. 

10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat, 
cair dan gas. 

11. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 
manusia dan makhluk hidup lain. 

 

 

 


